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Abstract
The Compilation of Islamic Law (KHI) sees the injustice felt by the grandchildren of
the daughters who, according to the jumhur, have no part due to the status of
dhawi al-arham, or by the granddaughters of the sons because they are veiled.
Seeing the provisions, KHI tries to position the grandchildren who are cultivated
entitled to acquire heritage treasures as a form of the concept of justice and
benefit for the grandchild who is called the successor heir.
The formulation of the problem to be resolved is, how is the replacement of the
heirs in the Compilation of Islamic Law? Why is the Compilation of Islamic Law
establishing a successor heir?
To answer the above problems, the authors use legal research with normative
juridical approach method, namely legal research conducted by prioritizing
research library or documents called secondary data, in the form of primary law
materials, tertiary secondary.
Keyword: Substitute Heir, Compilation of Islamic Law (KHI)

Abstrak
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan
oleh cucu dari anak perempuan yang menurut jumhur tidak mendapat bagian
karena berstatus dhawi al-arham, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki
karena terhijab oleh anak laki-laki. Melihat hal tersebut ketentuan KHI mencoba
memposisikan cucu yang terhijab berhak mendapatkan harta pusaka sebagai
bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi cucu tersebut yang
disebut dengan ahli waris pengganti.
Rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya adalah, Bagaimana
penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam? Mengapa Kompilasi Hukum
Islam menetapkan ahli waris pengganti?
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan penelitian
hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data
sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier.
Kata kunci : Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

! Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu problem yang timbul dalam masalah kewarisan adalah tentang
hak waris cucu yang berlaku dalam hukum Islam yang sering menimbulkan friksi
dalam berbagai kalangan®. Persoalan ini tidak diatur secara jelas dalam al-
Quran dan Sunnah sehingga timbul berbagai macam pendapat dalam hal ini.?

Salah satu isu paling penting dalam sejarah reformasi hukum waris Islam
adalah tentang cucu yatim sebagai ahli waris. Dalam tradisi hukum waris sunni,
jika seseorang mempunyai dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka
meninggal dunia sebelum sang ayah, maka cucu dari anak laki-laki tersebut
tidak mendapat bagian warisan apapun dari harta kakeknya. Cucu terhalang
(mahjub) oleh anak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.*

Dalam sistem kewarisan yang telah dijalankan dalam kehidupan umat
Islam di seluruh dunia, cucu mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam
hal mewarisi, meskipun di berbagai negara yang menggunakan sistem hukum
waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan
untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang
tuanya dalam kewarisan.

Secara umum para ulama bersepakat bahwa keturunan yang berhak
mewarisi hanyalah keturunan melalui garis laki-laki, tanpa mempertimbangkan
kemungkinan bahwa keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang
sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki.

Pada kenyataannya kewarisan mengalami perkembangan yang sangat
berarti bagi umat Islam di Indonesia, dan itu disebabkan oleh kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai

dengan perubahan zaman, diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami

2 Azwarfajri, ljtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal limiah
Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 103-104.

* Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat
dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 80.

* Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim, Asy-Syir'ah,
Jurnal llmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. I, (Juni 2014), 48-49.

> Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran
Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab. (Jakarta:INIS, 1998), 143.
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perkembangan adalah adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di
negara Indonesia telah diatur dalam KHI.

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian
tempat baru setelah diberlakukannya Inpres Nomor | Tahun 1991. Hal tersebut
dapat dipahami karena di dalam al-Quran sendiri tidak secara tegas mengatur
mengenai ketentuan ahli waris pengganti.

Buku Il Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur Mengenai kewarisan
terdapat beberapa hal yang merupakan kemajuan di dalam hukum Islam
terutama bidang ilmu waris. Salah satunya adanya ahli waris pengganti yang di
atur di dalam pasal 185 ayat 1 dan 2.

Bunyi pasal tersebut secara eksplisit menyatakan ahli waris yang meninggal
dapat digantikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut cukup penting dan mendasar
bila dilihat dari ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Dari ketentuan
tersebut dapat dikatakan bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan yang
berasal dari anak laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan untuk mewarisi
harta peninggalan kakeknya.®

Pasal mengenai ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan perbedaan
pendapat dikalangan ahli hukum Islam yang menolak adanya sistem penggantian
karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya ahli waris pengganti dan
dianggap meniadakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas

ljbdri.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dikemukakan pokok
permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu :
1. Bagaimana penggantian ahli waris dalam kompilasi hukum Islam?

2. Mengapa Kompilasi Hukum Islam menetapkan ahli waris pengganti?

®Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi
Hukum Islam, (IKIP Malang, 1996), 34.
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C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal, penelitian hukum
yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui
bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan
dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-
sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang
bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.’

Pangkal metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normative mencakup bahan hukum primer, sekunder dan

tersier.®

Il. PEMBAHASAN
A. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam
Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A Rasyid® membedakan
antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”.
Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli
waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima
warisan dalam status sebagi ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan
anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan
ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin
menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Misalnya, pewaris
meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang
tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai

pengganti ahli waris.

’ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

8Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52.

° Firdaus Muhammad Arwan,”Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam
Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya” dalam Mimbar Hukum, No. 23 Vol. IV, (Jakarta : al-
Hikmah dan Depag RI, 1995), 54.

44



INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017

Apa yang disebut dengan plaats vervulling dalam KUH Perdata, dan apa
yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur
pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh Raihan A. Rasyid dinamakan pengganti
ahli waris, bukan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang
dalam Illmu Hukum dikenal dengan Plaats vervulling yang termuat dalam pasal
185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Pasal 185 :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173.%

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.

Dari bunyi Pasal 185 tersebut, cucu sebagai waris pengganti bisa
menempati kedudukan orang tuanya, bila orang tuanya berkedudukan sebagai
dhawi al-furud maka ia akan berkedudukan sebagai dhawial-furud, apabila orang
tuanya sebagai ashobah iapun menjadi ashobah. la akan memeproleh bagian
warisan sebesar bagian yang diperoleh oleh orang tuanya seandainya mereka
masih hidup.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian
yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak
mendapat warisan mati lebih dulu daripada pewaris sehingga kedudukan orang
tuanya digantikan olahnya.

Apabila kita melihat pada ketentuan waris menurut hukum Islam, tidak
semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia
untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari

anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak

®pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, “seorang terhalang menjadi
ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
dihukum karena; a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat para pewaris b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan byang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat.
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perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak mungkin menggantikan
kedudukan ibunya untuk menerima warisan. Dan mengenai cucu laki-laki dari
anak laki-laki inipun masih ada ketentuannya, yaitu apabila pada saat pewaris
meninggal dunia, dia tidak meninggalkan seorang pun ahli waris (anak) laki-laki
yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak
laki-laki yang sudah meninggal tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta
kakeknya.'!

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi
umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral
sebagaimana yang dikehendaki al-Quran. Dan meskipun di dalam ketentuan
Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu
yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim
berhak untuk menentukan barapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima
oleh semua ahli waris.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan Kompilasi Hukum
Islam berbentuk bilateral, maka sebagai konseksuensinya tidak ada pembedaan
kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh
karena itu jika Kompilasi Hukum Islam konsisten menghapuskan diskriminasi
tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus
meliputi seluruh garis hukum.

Apabila Kompilasi Hukum Islam memandang adanya ketidakadilan yang
dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut jumhur tidak mendapat
bagian karena berstatus dhawial-arham, atau oleh cucu perempuan dari anak
laki-laki karena terhijab oleh anak laki-laki, tentunya Kompilasi Hukum Islam juga
harus memandang adanya ketidakadlilan terhadap sepupu (anak perempuan
paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman.
Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan
sebagai perempuan. Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini,

sebenarnya telah terakomodir dalam bunyai Pasal 185.

™ Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat,
dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 80.
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Berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti atau “plaats
vervulling”. Pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai ijtihad karena sebelumnya
tidak diakui di dalam kitab Fikih. Pemahaman tersebut, dapat diperoleh dengan
menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris”
dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah”
yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli tertentu. Dengan
demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris
baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Apabila dalam sesuatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya
pembatasan atas keumunanya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan
berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu
meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya dhawial-arham dalam
Kompilasi Hukum Islam. Dengan tidak dikenalnya dhawial-arham memberi
petunjuk bahwa semua kerabat dapat tampil sebagai ahli waris melalui
penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama.
Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara

perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

B. Alasan Filosofis Kewarisan Ahli Waris Pengganti

Al-quran, tidak secara explisit membahas hak waris cucu, namun ketentuan
hak waris cucu dapat dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan
keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan
kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karena itu penggunaan
metode maslahah sangat relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris
cucu.

Ketentuan metode maslahah mursalah tersebut sejalan dengan problem
ahli waris pengganti, yang mana nash secara eksplisit tidak menjelaskan
keberadaan ahli waris pengganti akan tetapi kandungan maslahah-nya
menghendaki untuk diwujudkan. Nilai kemaslahatan dalam konsep ahli waris

pengganti berhubungan erat dengan hak dan keadilan dalam menerima harta
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warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris
pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya dan berhak
menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris yang
digantikannya. Sedangkan keadilan yang dimaksud ialah terkait bagian yang
diterima oleh ahli waris pengganti.

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di
ijtihad-kan oleh mujtahid terdahulu maupun ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid
sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada
ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemaslahatan bagi
hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya
konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta
benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material
keluarga dan turunnya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris
pengganti ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan
hak kewarisan cucu.

Oleh karena itu, mujtahid-mujtahid terdahulu melakukan berbagai upaya
untuk merumuskan hak cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang
meninggal salah satunya dengan cara ijtihad sebagaimana yang dilakukan Zaid
Ibn Tsabit:

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki)
sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-
laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka
mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sam
dengan anak laki-laki”.™

Dari riwayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki
dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun
dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu
laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya.

Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit
untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-ijtihad dalam

rangka mencari kemashlahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat

2 Muhammad bin Isma’il al-bukhari, Sahih al-Bukhari, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 188.
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itu, memang ijtihad Zaid lbn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan
dengan alam pikiran masyarakat Arab.™

Oleh karena itu, apabila riwayat Zaid lbn Tsabit tersebut dijadikan rujukan
oleh para hakim Pengadilan Agama maka nilai-nilai kemaslahatannya sulit
diwujudkan, karena pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di
dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan
bagi cucu dengan tidak membeda-bedakan keturunan laki-laki dan keturunan
perempuan, seharusnya bagian warisannya juga tidak berbeda dengan ayahnya
yang meninggal.

Di Indonesia, salah satu ijtihad yang dilakukan Hazahirin untuk menentukan
hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari
kakek/neneknya (pewaris) memunculkan konsep penggantian. Menurut
Hazahirin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Quran
maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan
mujtahid dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna mawali memiliki arti
ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazahirin,
bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena
kesalahan interpretasi terhadap makna mawali dalam al-Quran yang semestinya
diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian
peninggalan orang tua atau kerabatnya.**

Kata mawali dalam surah an-Nisa ayat 33 yang dimaksudkan oleh Hazahirin
sebagai ahli waris pengganti sudah dikenal dalam sejarah masyarakat Arab.
Adapun bunyi ayat tersebut :

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada

mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.’

> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 154.

14 Hazahirin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits, (Jakarta : Tintamas,
1981), 26-32.

> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran terjemah, (Jakarta : al-Huda, 2005), 84.
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Menurut penulis konsep ahli waris pengganti sendiri dalam al-Quran harus
dilihat dari sisi kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.
Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Quran meletakkan hubungan kewarisan
atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang
masih hidup, al-Quran menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak
dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam
surah an-Nisa’ ayat 11 :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.16

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak,
baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah
mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang
tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang
terdekat kepada anak.!” Hal ini sesuai dengan penggalan ayat di atas yang

berbunyi “aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabun lakum naf’an”

16 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran terjemah, (Jakarta : al-Huda, 2005), 79.
Y M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah :pesan, kesan dan keserasian Al-Quran (Jakarta :
Lentera Hati, 2002), 11.
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yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah
hubungan kedarahan yang paling akrab.*®

Selanjutnya untuk menguji pendapatnya Hazahirin dalam memaknai kata
mawali sebagai ahli waris pengganti, maka harus dilakukan dua pendekatan
dalam memahami ayat tersebut. Pertama, melalui pendekatan kebahasaan yaitu
dengan cara memadukan beberapa pendapat ahli tafsir. Kedua, melihat sebab-
sebab turunnya ayat tersebut dan menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang sesuai
dengan pembahasan.

Maka dari hasil penelaahan dengan menggunakan dua pendekatan
tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan para ahli tafsir dalam
menginterpretasikan makna mawali, perbedaan tersebut diantaranya menurut
Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, ad-
Dhahhak, Mugatil bin Hayyan bahwa makna walikullin ja’alna mawali yaitu “bagi
tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib
kerabatnya), kami jadikan mawali. Yang dimaksud mawali adalah ahli waris.*®

Selanjutnya jika dilihat dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka
diketahui bahwa makna mawali berhubungan dengan kewarisan akibat
pengikatan janji setia antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang terjadi pada
pewarisan masa awal Islam

Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Quran
sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadits.
Konsep ahli waris pengganti dalam hadits menurut penulis harus dihubungkan
dengan perluasan kata walad yang disebut awlad dalam surat an-Nisa ayat 11.
Kata awlad yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama’ (plural), maksudnya
jama’ tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak
dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa

tingkat anak.?°

1 Hazahirin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits, (Jakarta : Tintamas,
1981), 26.

19 Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, “Al-Mishbaahul Munir fii Tahdzibi Tafsiiri Ibnu
Katsir”, Terjemah Abu lhsan al-Atsari. Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir,
2007), 498.

20 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Kencana, 2008), 15.
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Maksud perluasan kata walad tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di
dalam hadits makna walad diperluas kepada walad al-walad (cucu) dalam
penempatannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan
hadits-hadits yang membahas bagian cucu sebagaimana berikut :

“cucu laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki)
sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-
laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka
mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama
dengan anak laki-laki”.?!
pAlae J8: JBda e, ol 2l e, Ol Was ) Ges jll de Waa | ulie (g e Sl
sl O g adle A e il JE 0 JE ) el adde ) e il lialy Led el

GO 5 Lay el ) AN

Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a bahwa Rasulallah berkata : “Tentang
seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan
saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan
untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua
pertiga, sisanya untuk anak perempuan.”?

G G e, O s Oman G Olee e Gueall e 308 (e alaa Ul s JB ) IS (G deaa s
Al JEdoles pol Lald ) uandl ll - JB A e e led Sl il ) o 0 JW88 b g ale A s
5ol JB 45 1o () e s 2D ;3B JE daad LAY uandlil ; JEoled ol Ll A0 ()

sl 2all &) g (05 B

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsir r.a bahwa beliau berkata :
“seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki
dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku perolah dari harta
peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab : Engkau memperoleh seperenam,
tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata :
Engkau memperoleh seperenam lagi, setelah orang itu pergi Nabi SAW
memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu

» 23

hadiah bagimu”.

2! Muhammad bin Isma’il al-bukhari, Sahih al-Bukhari, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 188.
22, .

Ibid, 190.
23 Abi Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), 13.

52



INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017

Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak waris
cucu ada yang sudah ditentukan oleh hadits, selanjutnya menurut hadits riwayat
Abu Daud vyang diriwayatkan dari Muhammad lbn Katsir dapat diambil
kesimpulan bahwa hadits tidak hanya menjelaskan hak warisan cucu yang harus
diterima dari kakeknya karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, akan
tetapi saudara ayahnya si cucu-pun berhak atas warisan ketika cucu tersebut
meninggal.

Jadi menurut pendapat penulis hak waris cucu sudah cukup dijelaskan oleh
hadits dan ketentuan tersebut berdasarkan suatu alasan yaitu demi mewujudkan
kemashlahatan bagi para ahli waris, karena harta warisan pada dasarnya
diberikan untuk keluarga si-pewaris terutama keluarga yang paling dekat dengan
pewaris.

Kedudukan cucu sendiri apabila dilihat dari segi kedekatannya dengan si
pewaris sama halnya dengan kedekatan orang tua terhadap anaknya. Hal ini
berlandaskan kepada surah an-Nisa’ ayat 11 :

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.

Untuk menganalisa lebih jauh lagi tentang kedudukan cucu ini dengan si
pewaris maka harus dihubungkan dengan pokok keutamaan yang telah diatur
oleh al-Quran. Dilihat cara pembagiannya al-Quran merumuskan pokok
keutamaan sebagai berikut :

1. Bahwa al-Quran mengutamakan harta peninggalan seorang yang mati
meninggalkan keturunan sebagi ahli warisnya.

2. Selanjutnya al-Quran mengurus harta peninggalan seorang yang mati tidak
meninggalkan keturunan tetapi ada meninggalkan ayah sebagi ahli
warisnya.

3. Setelah itu baru al-Quran mengurus harta peninggalan saudara (berarti

yang mati tidak beranak keturunan dan tidak punya ayah.)
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Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga
saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat
mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip
bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi
dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagi ahli waris
mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah
tidak ada barulah saudara mendapat giliran sebagai keterangan dalam surah an-
Nisa’ ayat 176.

Pokok keutamaan menurut al-Quran di atas secara tidak langsung
memperkokoh dasar hukum warisan cucu dari kakeknya. Akan tetapi, ada satu
persoalan lagi yang belum diselesaikan yaitu cucu yang berasal dari keturunan
mana saja yang berhak mendapat harta warisan dari kakeknya. Persoalan yang
kedua ini masih menjadi perdebatan dikalangan fugaha terdahulu maupun
fugaha pada masa sekarang ini.

Dari paparan analisis mashlahah yang paling relevan dalam menganalisisi
konsep ahli waris pengganti ini ialah metode mashlahah mursalah. Metode
mashlahah mursalah dapat digunakan jika tidak ada ketentuan nash yang
mendukung atau menolak keberadaan mashlahah tersebut. Hal ini sebagaimana
definisi yang dirumuskan oleh Imam Malik, yakni:**

D YU L 3y | aalial Ao e g lall il sl 2aiDe Gadia JS 1 o8 Alujal) Aaladll ¢
e Jala VLY

“Mashlahah mursalah adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian
kepada dasar syara’ tidak bertentangan dengan syara’ (mashlahah mu’tabarah,
yang telah tertera dalam nash) dan tidak terbukti kebatalannya oleh nash yang
jelas.”

Alasan yang harus dijadikan sandaran dalam penelitian ini sehingga
menggunakan metode mashlahah mursalah yaitu apakah metode mashlahah
mursalah relevan dalam meninjau kedudukan ahli waris pengganti. Sedangkan
keberadaan mashlahah tersebut harus sesuai dengan magqasid syari’ (tujuan
syara’). Tujuan syara’ sendiri dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu :

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara, akal, memelihara keturunan,

2 Farigam Musa, Ushul al-Figh Imam Malik, Jilid. 2, (Saudi : dar al-Tadmurriyah), 409.
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dan memelihara harta. Dengan demikian mengambil mashlahah merupakan
realisasi dari maqasid syari’. Sebaliknya mengesampingkan mashlahah berarti
mengesampingkan magqasid syari.

Menurut Amir Syarifuddin, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam
mewujudkan magqgasid syari’ mashlahah ada tiga macam vyaitu : mashlahah
dharuriyyah, mashlahah hajjiyah, dan mashlahah tahsiniyyah.

Jadi kekuatan sebagai hujjah pengelompokan mashlahah tersebut, maka
kedudukan ahli waris pengganti terletak pada bentuk mashlahah hajiyyah, yaitu
kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada
pada tingkat dharuriyyah. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi
pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, akan tetapi
secara tidak langsung menuju kearah sana. Hal tersebut berdasarkan problem
ahli waris pengganti di masyarakat yang secara langsung tidak menimbulkan
perusakan terhadap kelima unsur tersebut, akan tetapi secara tidak langsung
bisa menimbulkan kemafsadatan bagi unsur magqasid syari’ terutama yang
berhubungan dengan keturunan dan harta.

Adapun dalil logikanya seperti berikut: Sesungguhnya para kerabat jauh
lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada bait al-mal. Alasannya,
karena ikatan antara bait al-mal dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan
Islam karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang
memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai
dua ikatan : ikatan Islam dan ikatan rahim. Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah
sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewarisan
dhawial-arham merupakan pendapat jumhur sahabat dan lebih rajih (kuat dan
akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabiin dan
Imam mujtahid. Disamping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat,
juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan

dewasa ini.
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Husnain Muhammad Makhluf mengemukakan pendapatnya.
Sl gy 3Ll gy 5 5 sall (558 AELED laaal )
“Sesungguhnya para pengikut as-Syafi’i, pada masa kini, memeberikan fatwa
untuk memberikan hak waris kepada mereka (dhawil arham) karena rusaknya
bait al-Maal” >

Dengan demikian, dapat kita katakan kedua kelompok ulama tersebut pada
akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada
dhawial-arham ketimbang bait al-mal. Hal ini dapat terlihat tentunya dengan
melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari mulai akhir abad
ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.*®

Apabila dhawial-arham (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri
menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika
dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima
sisanya.

Sehubungan dengan keadaan pewaris bila meninggal tanpa meninggalkan
anak, maka kewajiban hukum adalah melindungi hak milik tersebut, dan di dalam
IImu Figh termasuk langkah ri’ayatul maslahah (pengurusan demi manfaat dan
kebaikan).”” Kaidah fighiyyah sebagai kerangka praktis untuk mencapai
kemaslahatan adalah sebagai berikut :

ZS@LAA\A._A;OA‘;}‘MM\ (BN

Dan dalam figh ada kaedah yang mengatakan bahwa “Hukum Islam dapat
berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat
itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat
memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kemaslahatan menjadi
pertimbangan yang amat diperhatikan, terutama mengenai hal-hal yang

termasuk kategori ijtihad. Dengan begitu selain akan dapat memelihara dan

> Husnain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris fi asy-Syariah al-Islamiyyah, Cet. Ke-4,

(Matba’ah al-Madany, 1976/1396), 132.

26 Muhammad Ali as-Sabuni, al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab wa as-
Sunnah,(Makkah : Dar al-Hadis, 1388 H), 183.

7 Achmad Kuzari, Sistem Ashabah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 73.

8 Ahmad Nazawi, al-Qawa’id al-Fighiyyah, cet ke-1 (Damaskus : Dar al-Qalam, 1966/1406
H), 145.
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menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi juga akan
mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat Muslim Indonesia.?

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian
tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut
dapat dipahami karena di dalam al-Quran sendiri secara tidak tegas mengatur
mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, al-Quran
bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan
hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar
syari’at dan tujuan-tujuannya.*®

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Instruksi Presidenn  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris
bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash
selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena di
dalam surat An-Nisa ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat,
anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini

bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

C. Alasan Yuridis Kewarisan Ahli Waris Pengganti
1. Nash Umum dan Nash Khusus
Beberapa ayat Al-Quran mengatur pembagian harta warisan terdapat di
beberapa ayat pada Surat an-Nisa dan satu ayat dari Surat al-Anfal. Pada Surat
an-Nisa ditegaskan mengenai kuatnya hubungan kekerabatan karena adanya
pertalian darah. Sedangkan pada Surat al-Anfal ditegaskan mengenai hak kerabat
karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain.

Dari ketentuan Surat al-Anfal dapat dikatakan pula bahwa kerabat karena

»* Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1997), 145.
%% Ahmad Hanafi, Pengantar dan Syariah Hukum Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1966), 56.
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hubungan pertalian darah yang paling dekat dengan pewaris lebih berhak atas
harta warisan dari pada kerabat yang lebih jauh hubungan kekerabatannya.

Keberadaan dhawial-arham berdasarkan firman Allah SWT surat al-Anfal :
75 dan an-Nisa : 7.

“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah
ditetapkan”.

Seseorang tidak mewarisi harta dari orang tuanya, tetapi juga dari
kerabatnya. Mafhumnya, seorang kerabat mewarisi harta dari kerabat lainnya
yang meninggal dunia. Namun hak mereka tidak dijelaskan secara khusus oleh
nash seperti al-furud dan ashabah. Dalam hal ini, perlu dikemukakan beberapa
hal, antara lain; pertama, Kerabat berhak mendapatkan warisan selama mereka
tidak terhijab oleh dhawial-furud dan ashabah. Misalnya, seorang cucu terhalang
mendapatkan warisan kakeknya selama orang tua mereka masih hidup. Kedua,
tidak ada halangan bagi kerabat untuk mendapatkan warisan ketika bagian
dhawial-furud dan ashabah telah diberikan, sementara harta warisan masih
tersisa.

Persoalannya sedikit berbeda bila seseorang yang seharusnya menempati
posisi dhawial-furud lebih dahulu meninggal. Dalam kasus di atas, seorang anak
lebih dahulu meninggal dari ayahnya, sedangkan sang anak juga telah
mendapatkan anak dalam perkawinannya (cucu). Apakah sang cucu terhijab
karena orang tuanya? atau juga terhijab oleh paman atau bibinya?

Kewarisan cucu terhalang oleh orang tuanya merupakan prinsip yang
qgath’i, disebabkan bagian orang tuanya tersebut pada akhirnya juga mereka
dapatkan baik dalam bentuk nafkah maupun warisan bila orang tuanya
meninggal kelak. Dalam hal ini, terdapat prinsip bahwa dalam harta seorang

ayah, terdapat hak anak.
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Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.

Permasalahannya, apakah terhijabnya cucu oleh anak dapat dijadikan
takhsis dari nash di atas sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih
dahulu dari kakeknya terhalang mewarisi bagian orang tuanya karena adanya
anak lainnya? Penulis tidak melihat hal ini sebagai takhsis. Bila kedua prinsip
tersebut dipadukan, maka dapat disimpulkan bahwa cucu terhalang
mendapatkan warisan karena masih ada orang tuanya, tidak terhalang oleh
paman atau bibinya. Ketika orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari
kakeknya, maka mereka mendapatkan bagian orang tuanya dengan ketentuan
bagian yang mereka peroleh sama dengan bagian orang tuanya. mereka disebut
sebagai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Muhammad ‘Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya dhawilal-
Muhadharat fil mirasil Mugaran bahwa pendapat yang terkuat di antara dua
pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak
pusaka bagi dhawil al-arham. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh
jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Quran dengan dikuatkan oleh as-
Sunnah dan amaliyah para Khulafaur Rasyidin. Beliau membantah argumentasi
yang dikemukakan oleh para fugaha’ yang meniadakan pusaka dhawil al-
arham.*

Sebagian fugaha memandang bahwa untuk menjaga kemaslahatan cucu
tersebut kepada wasiat wajibah. Namun posisi wasiat wajibah dalam hukum
Islam tidaklah kuat, sebab ia boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan menjaga
kemaslahatan keluarga merupakan kewajiban syar’i. Dalam hal ini, ketetapan
terhijabnya cucu karena adanya paman dan bibi dapat dikatakan kurang dapat
menjaga tujuan syar’i. Kembali ke nash umum, bahwa anak mendapatkan
warisan peninggalan orang tuanya, jauh lebih kuat untuk menjaga kemaslahatan

keluarga.

3! Fatchur Rahman, llmu Mawaris (Bandung PT. Alma’arif, 1994), 355.
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Ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang hak anak menggantikan posisi
waris orang tuanya vyang telah meninggal dunia lebih dapat menjaga
kemaslahatan tersebut. Menjaga kemaslahatan keluarga dan karib kerabat
merupakan spirit dari hukum keluarga dalam Islam.

2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Iljma’ Ulama

Penggantian kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang
diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan
hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan waris dalam al-Quran dan Hadis.
Dalam Ushul Figh dikenal sebagai ljma’.*?

Dalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya, belum pernah
dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris (Ahli Waris Pengganti)
dan ahl as-Sunnah pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian
kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat
menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih
dahulu.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (/jma’) ulama Indonesia
dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat
legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
Tanggal 10 Juni 1991, yang telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar
disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat
yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil dari
salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang isinya diambil dari
berbagai sumber berupa 13 kitab figh dari berbagai mazhab, kitab-kitab
yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi
komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama
maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung

masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan jjtihad (ulama Indonesia) dengan

? Secara bahasa, ljma’ (al-lima) berarti al-‘azm (berketetapan hati untuk melakukan
sesuatu) dan al-tashrrim (berketetapan hati untuk mengambil keputusan), secara istilah, definisi
lima’ yang paling umum adalah : “Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi
Saw tentang sesuatu hukum syar’i mengenai suatu peristiwa tertentu.” Abdul Wahab Khalaf, IIm
Ushul al-Figh, Cet. Ke-12 (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1398), 45.
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menggunakan metode-metode al-istislah, al-istihsan, al-‘urf, dan metode-
metode istidlal lainnya dengan tujuan jalbal masalih wa dar’u al-mafasid. Kalau
ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim
memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan,
maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain (al-ijtihad
layunshadu bil ijtihad).

D. Alasan Sosiologis Kewarisan Ahli Waris Pengganti
1. Hubungan Kekerabatan Lebih Utama Mendapatkan Warisan

Di dalam Al-Quran keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan
bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta
peninggalan kakeknya.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan bahwa
dhawi al-arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka
mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-
Qur’an yang dimaksud ialah :

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Makna yang mendasar dari dalil ini bahwa Allah SWT telah menyatakan
atau bahkan menegaskan dalam kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak
untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Di sini, lafaz
arham yang berarti kerabat adalah umum, termasuk ashab al-furud, para asabah
serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang
mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat siapa
pun mereka, baik ashab al-furud, para asabah, atau selain dari keduanya
merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan
kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta

waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah

3 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran terjemah, (Jakarta : al-Huda, 2005), 274.
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mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih
berhak untuk menerima hak waris ketimbang bait al-mal.

Sebenarnya, di kalangan ulama mazhab ini banyak dijumpai perbedaan
tentang cara pembagian masing-masing kelompok tadi. Untuk itu bagi yang
menghendaki pengetahuan lebih luas dalam masalah ini dapat merujuknya pada
kitab-kitab figih. Selain itu, pada prinsipnya yang banyak diamalkan adalah
pandangan mazhab Ahl at-Tanzil sebagai mazhab Imam Ahmad yang kemudian
dianut oleh ulama mutaakhirin mazhab Maliki dan Syafi’i karena dari segi
pengamalannya memang lebih mudah.**

Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam, sebagai berikut : Ayat (1) Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu
dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut pada Pasal 173 Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.

Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), menjelaskan bahwa
seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan
kedudukan ayah/ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada
pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis
berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh
orang tuanya apabila masih hidup.

2. Bait al-Maal dan Tanggung Jawab Negara terhadap Kesejahteraan Rakyat

Menurut kalangan Syafi’iyah mutakhirin pemberian warisan kepada
dhawial-arham karena bait al-mal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bait al-
mal pada masa sahabat berfungsi sebagai “Lembaga Penjamin Sosial” bagi kaum
muslimin yang membutuhkan, bahkan ahl al-zimmah pada masa Umar ibn
Khattab pun dijamin kesejahteraannya melalui harta bait al-mal. Artinya, pada
saat bait al-mal menjalankan fungsinya dengan baik, dhawi al-arham dianggap
tidak lebih berhak dari bait al-mal.

Takaful al-litima’i dijalankan oleh pemerintahan Islam melalui bait al-mal.

Untuk menjalankan fungsinya, maka pada masa sahabat, zakat harta harus

** Muhammad Ali as-Sabuni, al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab wa as-

Sunnah,(Makkah : Dar al-Hadis, 1388 H), 191-193.
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diserahkan ke bait al-mal, kharaj (pajak) dan Jizyah dikumpulkan ke bait al-mal,
sebagian hasil rampasan perang juga dikembalikan ke bait al-mal, termasuk
kelebihan harta waris yang telah dibagikan kepada dhawial-arham dan asabah.

Dewasa ini, bait al-mal tidak berfungsi sebagaimana fungsinya di masa
sahabat sebagai penjamin kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan
persoalan yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Menafikan kewarisan ahli
waris pengganti dan dhawial-arham akan menimbulkan persoalan baru, yaitu:
semakin melebarnya kesenjangan ekonomi di kalangan ahli waris. Di satu sisi,
paman dan bibi sang cucu dan keponakan telah hidup “mapan”, sedangkan di sisi
lain, cucu dan keponakan yang telah kehilangan orang tuanya tidak
mendapatkan warisan. Padahal, dalam pendekatan ini, ahli waris pengganti dan
dhawial-Furud lebih patut menerima warisan.

Penetapan Ahli Waris Pengganti sebagai pelengkap hukum kewarisan
dhawial-arham dan penjagaan kemaslahatan mereka sejalan dengan tugas dan
fungsi mereka untuk menjaga kemaslahatan umum bagi rakyatnya. Kaidah
Fighiyah menjelaskan :

daliadl b gie dge )l e alalY) o jad
“Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”.*®

Selama ketetapan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan
rakyat, maka langkah pemerintah untuk menegaskan kewarisan Ahli Waris
Pengganti adalah sah, dan wajib dipatuhi.

3. Ketetapan Pemerintah Menyelesaikan Perbedaan Pendapat dan
Merupakan Hukum

Ketetapan pemerintah dapat dijadikan penyelesai khilafiah yang ada.
Kewajiban rakyat mematuhi ketetapan pemerintah demi kemaslahatan yang
lebih umum (maslahah ammah). Artinya, khilafiah di sekitar persoalan
pembagian warisan bagi dhawial-arham perlu diselesaikan secara tegas oleh

pemerintah. Bahkan dalam hal ini, pemerintah Indonesia lebih maju selangkah,

3> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Figh Islam, (Bandung : Al-
Ma’arif, 1966), 572.
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yaitu dengan menetapkan kewarisan Ahli Waris Pengganti. Kaidah Fighiyah

menjelaskan :
Al xd y AgiaY) Jiluse & oSlall s
“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan”.*

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan merupakan
peraturan pemerintah bagi para hakim dalam menetapkan perkara-perkara
mengenai sengketa waris. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang
pembagian warisan bagi dhawial-arham dapat dihilangkan sebab pembagian hak

waris kepada Ahli Waris Pengganti juga berarti penegasan hak waris dhawial-

arham.

lll. PENUTUP

Kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di
Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para
ulama terhadap ketentuan waris dalam al-Quran dan Hadis.

Para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris
daripada yang lain. Di sini, lafaz arham yang berarti kerabat adalah umum,
termasuk ashab al-furud, para asabah serta selain keduanya. Selain itu
pemberian warisan kepada dhawial-arham lebih diutamakan karena bait al-mal

tidak berfungsi sebagaimana pada masa khalifah Umar lbn Khattab.
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